BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting untuk menunjang
keberhasilan suatu organisasi. Salah satu tugas organisasi yang penting adalah
mempertahankan kelangsungan hidup anggota organisasi dan masyarakat. Suatu
organisasi akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien apabila sumber daya manusia
sebagai unsur pelaksana mampu dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan mempunyai
rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah
ditentukan.

Manusia dalam sebuah organisasi mempunyai peran sentral karena merupakan
penggerak roda perkembangan dan laju organisasi secara efektif dan efisien. Manusia
memiliki peran yang dominan dan merupakan asset yang harus dipelihara dan dijaga
dengan baik, karena sukses atau gagalnya sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia. Maka organisasi harus melakukan suatu tahapan penting dalam
meningkatkan prestasi kerja pegawainya, yang ada dalam manajmen sumber daya
manusia yang terdiri dari pemahaman mengenai pentingnya perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan Kkegiatan-kegiatan pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan
sumber daya manusia agar tercipta berbagai tujuan individu.t

Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang paling menentukan

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kompensasi atau balas jasa merupakan

1 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE,
2012), h.3



ukuran terhadap prestasi kerja pegawai, apabila sistem kompensasi yang diberikan
organisasi kepada pegawai adil dan layak. Maka akan mendorong pegawai bekerja
lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab atas
masing-masing tugas yang diberikan organisasi serta dapat mencapai prestasi kerja.
Pengaturan terhadap pemberian kompensasi yang adil dan rasional sangat perlu
diperhatikan oleh organisasi. Karena jika pegawai memandang pemberian kompensasi
tidak sesuai dan memadai, maka prestasi kerjapun akan menurun bahkan tujuan
organisasi tidak tercapai karena setiap pegawai dari suatu organisasi mempunyai
kepentingan dan tujuan sendiri ketika bergabung pada organisasi tersebut. Untuk
menjamin tercapainya tujuan organisasi maka organisasi harus memberikan perhatian
dengan memberikan kompensasi. Karena kompensasi merupakan bagian dari hubungan
timbal balik antara organisasi dan sumber daya manusia.

Prestasi kerja akan dapat dicapai jika didahului dengan perbuatan yaitu
melaksanakan tugas yang dibebankan. Para pegawai akan lebih termotivasi untuk
melakukan tanggung jawab atas pekerjaan mereka apabila organisasi mengerti dan
memahami kebutuhan para pegawai yang pada dasarnya mereka bekerja adalah untuk
mendapatkan penghasilan, dalam hal ini dapat berbentuk gaji dan upah. Selain untuk
mendapatkan penghasilan, pegawai juga membutuhkan keamanan dalam melaksanakan
pekerjaannya. Prestasi kerja pegawai akan keluar secara optimal jika ada pendorong
dari organisasi sehingga pegawai mau menggunakan seluruh potensinya untuk bekerja.

Prestasi kerja pegawai akan meningkat apabila kebutuhan pegawai, baik
kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain-lain sudah tercapai. Pemenuhan kebutuhan
pegawai di pandang sebagai penggerak pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya,
salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan pemberian kompensasi.

Pegawai akan mencurahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, tenaga, waktu,



karena mengharapkan adanya imbalan dari organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan
pegawainya.

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung merupakan
salah satu dinas yang ada di kota Bandung yang mempunyai tugas pokok membantu
kepala daerah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, yang meliputi kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air, Bina
Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase,
Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta Jasa Kontruksi yang
penyusunan anggarannya bersumber pada APBD daerah Pemerintah Kota Bandung.?

Kota bandung merupakan kota yang rawan terjadi kebakaran karena pada saat ini
perkembangan bangunan di perkotaan semakin kompleks baik dari segi intensitas,
teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Tabel di bawah ini adalah data
yang menunjukan rawan terjadinya kebakaran di kota bandung pada bulan oktober 2012
dan bulan oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data kasus kebakaran bulan oktober 2012 dan oktober 2013

Tahun 2012 (oktober) Tahun 2013 (oktober)

6 kasus kebakaran dengan jumlah | 8 kasus kebakaran dengan jumlah
kerugian mencapai Rp. 830 juta. kerugian mencapai Rp. 3,5 milyar.

Sumber: Bidang umum Subbagian Kepegawaian Dinas Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tahun 2012- 2013

Dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran kota bandung sebagai satu-
satunya instansi pemerintahan yang ada di daerah kota bandung yang berkaitan dengan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran berusaha untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dan untuk mengimbangi kemajuan zaman yang semakin kompleks,

2 Restra Dinas Kebakaran Kota Bandung 2009-2013



dengan cara memberikan jaminan kepada masyarakat dengan di syahkannya Undang-
undang Keputusan Menteri PU no 11 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis
Managemen Penyelamatan dan Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, baik pada
bangunan gedungnya, lingkungannya, maupun keseluruhan kotanya.

Dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran kota bandung merupakan
salah satu instansi pemerintahan maka kompensasi pegawainya diatur dalam Peraturan
Pemerintan Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
kompensasi PNS terdiri atas gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa,
tunjangan, honorium dan kompensasi lainnya. Kompensasi yang diberikan di Dinas
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang antaranya terdiri dari
upah dan gaji, insentif, tunjangan dan fasilitas. Upah dan gaji di Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung sudah diberikan dengan baik karena sesuai
aturan pemerintah, gaji dan upah yang diberikan sesuai dengan golongan masing-
masing pegawai, insentif yang diberikan kurang karena mengingat resiko kerja yang
tinggi dan ini yang menyebabkan kurangnya dorongan pegawai untuk meningkatkan
prestasi kerjanya, tunjangan masih sama dengan instansi pemerintah lain tidak adanya
tunjangan keselamatan yang diberikan kepada pegawai. padahal resiko kerjanya lebih
tinggi dibandingkan dengan instansi pemerintah yang lain karena selain berhadapan
dengan api pegawai juga bisa menghadapi bahan-bahan kimia yang berbahaya dan ini
menyebabkan pegawai dan keluarga merasa kurang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya, fasilitas kerja yang ada di Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung masih kurang memadai terutama fasilitas penunjang
keselamatan kerja.

Tujuan kompensasi yang diberlakukan bagi PNS di indonesia mengacu pada

amanat yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 43 Tahun 1990 Tentang



Pokok-Pokok Kepegawaian. Jadi tujuan kompensasi dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas Pegawai Negeri Sipil dan terjaminnya kesejahteraan pegawai. Tujuan
kompensasi yang ditetapkan pemerintah masih berkisar pada produktivitas dan
kesejahteraan, ini menunjukan tujuan kompensasi belum mencakup dimensi lebih luas,
seperti mengendalian biaya, menarik dan mempertahankan PNS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff bagian umum?, pemberian
kompensasi telah dilaksanakan dengan baik karena ini merupakan aturan dan ketentuan
dari pemerintah, namun dalam pemberian kompensasi mengingat dinas pencegahan dan
penanggulangan kebakaran kota Bandung merupakan pekerjaan yang mempunyai
resiko kerja tinggi karena menyebabkan luka ringan, luka sedang, luka parah bahkan
kematian pada pegawainya. Resiko tinggi dapat terjadi karena pegawai tidak hanya
menghadapi bahaya api saja tetapi kemungkinan bahaya lain seperti bahan-bahan kimia
atau gas beracun terhirup saat melakukan pemadaman. Maka terjadi beberapa masalah
yang dihadapi dalam pemberian kompensasi, yaitu:

1. Fasilitas yang tersedia masih dirasa kurang memadai terutama dalam hal
peralatan penunjang keselamatan.* peralatan 'keselamatan kerja yang Kini
dimiliki Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung
masih belum memadai, sedangkan resiko kecelakaan kerja anggota pemadam
kebakaran sangat tinggi sehingga mengancam keselamatan anggota pemadam
kebakaran.

2. Asuransi kesehatan tidak dapat sepenuhnya memberi rasa aman dan tenang
kepada pegawai dan keluarganya mengingat resiko kerja dinas kebakaran

lebih tinggi dibandingkan dinas lainnya. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun

3 Wawancara dengan Ketua Bidang umum Subbagian Kepegawaian Dinas Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, pada Kamis, 23/01/2014 Pukul 14:30
* Diakses dari www.pikiran-rakyat.com/node/161962 pada Senin, 15/4/2014 Pukul 15:33
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1999 pemerintah berkewajiban memberi iuran premi dan subsidi untuk biaya
pelayanan kesehatan. Dari sisi pembiayaan, meskipun pemerintah sudah ikut
membayar iuran namun masih banyak terdapat persoalan krusial yang belum
terselesaikan hingga saat ini terkait dengan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh PT. Askes kepada PNS, penerima pensiun beserta anggota
keluarganya, yaitu masih adanya beberapa jenis pelayanan kesehatan yang
sebagian biaya perawatannya harus ditanggung oleh PNS. Askes tidak
mengcover semua biaya kesehatan, hal ini diperparah dengan tidak adanya
asuransi keselamatan jiwa.®

Tujuan lain dari pemberian kompensasi adalah untuk memenuhi kebutuhan
pegawainya, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik maka pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat juga akan maksimal. Dengan memberikan pelayanan
yang maksimal maka prestasi kerja akan meningkat. Prestasi kerja dikatakan baik
apabila pegawai bekerja sesuai dengan SOP (standar operational procedure) kerja,
yang mengatur tentang bahwa anggota pemadam kebakaran bekerja selama 24 jam, dan
selalu mengikuti apel sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan, tingkat kehadiran
tinggi, dan mutu pekerjaan yang dihasilkan baik.

Namun dalam kenyataannya berdasarkan penelitian awal pada 22 januari 2014
sampai 22 juli 2014 yang dilakukan oleh penulis dan melakukan wawancara dengan
beberapa pegawai dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran kota bandung,
ternyata prestasi kerja pegawainya masih rendah, dan hal ini disebabkan adanya
beberapa permasalahan yaitu:

1. Tingkat kehadiran pegawai yang masih kurang optimal, ini terbukti dari tabel

absen berikut:

5 Diakses dari www.pikiran-rakyat.com/node/161962 pada Senin, 15/4/2014 Pukul 15:33
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Tabel 1.2
Rekapitulasi absensi pegawai dinas pencegahan dan penanggulangan
kebakaran kota Bandung tahun 2013

No Bulan Sakit Izin Tanpa
keterangan

1. | Januari 45 33 -

2. | Februari 44 47 -

3. | Maret 22 28 30

4. | April 35 41 102

5. | Mei 28 12 -

6. | Juni 70 34 14

7. | Juli - < 7

8. | Agustus 31 13 -

9. | September - - -
10. | Oktober 30 82 -
11. | November 28 32 -
12. | Desember 30 45 8

Jumlah 363 367 161

Sumber: Bidang umum Subbagian Kepegawaian Dinas Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tahun 2013

2. Mutu pekerjaan yang dihasilakan pegawai belum optimal, dapat dilihat dari
kerugian dalam kejadian kebakaran cukup besar ini menandakan prestasi

kerjanya masih kurang.



Tabel 1.3

Rekapitulasi data bangunan yang terbakar dengan taksiran jumlah kerugian
tahun 2012-2013

No. | Tahun | Pokok benda | Jumlahyang | Bangunanyang | Taksiran jumlah
yang terbakar terbakar terselamatkan | kerugian (Rupiah)
1. 2012 | Bangunan 428 237 11.871.000.000
perumahan,
industri, umum,
lain-lain
2. 2013 Bangunan 228 177 27.356.500.000
perumahan,

industri, umum,

lain-lain

Sumber: Bidang umum Subbagian Kepegawaian Dinas Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung tahun 2013

Dengan terjadinya berbagai masalah yang telah dijelaskan di atas menandakan

bahwa pemerintah belum optimal dalam memberikan kompensasi kepada PNS, belum

terciptanya prinsip keadilan dengan cara melihat resiko kerja dinas. Kompensasi hanya

diberikan berdasarkan golongan dan- jabatan, .yang mengakibatkan prestasi kerja

pegawai juga tidak meningkat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dalam bidang kompensasi yang akan dilaksanakan pada Dinas Pencegahan

Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. Oleh karenya peneliti akan

menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: PENGARUH KOMPENSASI

TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG




1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya fasilitas penunjang keselamatan kerja, padahal resiko
kecelakaan kerja anggota pemadam kebakaran sangat tinggi sehingga
mengancam keselamatan anggota pemadam kebakaran.

2. Asuransi kesehatan tidak dapat sepenuhnya memberi rasa aman dan tenang
kepada pegawai dan keluarganya karena tidak bisa mengcover semua biaya
kesehatan, ditambah dengan tidak ada asuransi keselamatan kerja.

3. Kedisiplinan pegawai, yang terlihat dari absensi pegawai tahun 2013 yang
tingkat kehadiran masih kurang optimal.

4. Kualitas kerja yang belum optimal dalam menangani kejadian kebakaran,
terlihat dari tingkat kerugian yang cukup besar dalam kejadian kebakaran yang

ditangani.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa rumusan
masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemberian kompensasi yang diterapkan pada Dinas Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung?
2. Bagaimana prestasi kerja pegawai pada Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi yang diterapkan terhadap
prestasi kerja pegawai pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Kota Bandung?



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta

memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi

pegawai dengan tujuan utama sebagai berikut:

1.5

1.

Untuk mengetahui pemberian kompensasi yang diterapkan pada Dinas
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;

Untuk mengetahui prestasi kerja pegawai pada Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi yang
diterapkan terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara umum ada dua, yaitu:

1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep atau
teori-teori tentang ilmu Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan
Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu kompensasi serta pengaruhnya

terhadap prestasi kerja pegawai, dan hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
kepustakaan mengenai kompensasi dan prestasi kerja pegawai.

Kegunaan Praktis:

a. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang

dipelajari ketika perkuliahan, selain itu menambah wawasan ilmu



pengetahuan mengenai kompensasi yang diberikan serta pengaruhnya
terhadap prestasi kerja pegawai;

b. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi, menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang
berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti;

C. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian

pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas
dan kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematik dalam
organisasi.® Secara luas menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan
proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat
dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan
sebelumnya.’

Administrasi terdiri dari 5 paradigma. dan paradigma terakhirnya adalah
administrasi negara sebagai administrasi negara. Administrasi Negara menurut Siagian
adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari
suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.®

Dalam proses administrasi terdapat unsur yang saling berkaitan anatar satu dan

yang lainnya, maka apabila salah satu unsur tidak ada maka proses administrasi tidak

6 Sahya Anggara, Perbandingan Administrasi Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.12
" Ulbert Silalahi, Studi Tentang llmu Administrasi, (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2009), h.9
8 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.2



akan berjalan sebagaimana mestinya, unsur-unsur tersebut meliputi salah satunya
manajemen.

Manajemen terdiri dari  kegiatan-kegiatan  perencanaan, pengarahan,
pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran-sasaran melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia. Manajmen adalah ilmu
dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. °

Organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuannya,
tercapainya tujuan suatu organisasi tergantung kepada pengelolaan sumber daya
manusia. Maka manajemen sumber daya manusia harus dikelola dengan baik,
pengertian dari manajemen sumber daya manusia menurut sedarmayanti adalah
kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam
posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih memberi penghargaan dan
penilaian.’® Dalam manajemen sumber daya manusia mencakup pemberian
kompensasi, apabila pemberian kompensasinya sesuai dengan aturan maka pegawai
akan memiliki motivasi untuk mengerjakan tugasnya dengan baik.

Pengertian kompensasi menurut T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen
Sumber Daya Manusia, “kompensasi adalah segala seuatu yang diterima oleh pekerja
sebagai balas jasa atas kerja mereka”.!

Menurut Panggabean kompensasi dapat difenisikan sebagai setiap bentuk
penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi

yang mereka berikan kepada organisasi.'?

® Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Bumi aksara, 2009), h.1

10Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h.13

11T, Hani Handoko, Op.cit, h. 155

12 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), h. 181



Adapun indikator-indikator kompensasi menurut Henry Simamora yaitu sebagai

berikut:1
1. Upah dan gaji
2. Insentif
3. Tunjangan
4. Fasilitas

Setiap organisasi perlu memegang prinsip efesien. Secara sederhana prinsip
efisien pada dasarnya berarti menghindari segala bentuk pemborosan. Tapi selama
organisasi memiliki tujuan yang tidak terbatas maka dalam mengadakan dan memiliki
sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga merupakan pemborosan, salah satu cara
organisasi untuk menghindari pemborosan adalah dengan meningkatkan prestasi kerja
pegawai.

Menurut Malayu Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber daya Manusia,
prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman,
kesungguhan serta waktu.4

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara prestasi kerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.®

Menurut Agus dharma dalam bukunya manajemen supervisi mengatakan semua
cara pengukuran prestasi kerja mempertimbangkan hal-hal berikut®:

a. Kuantitas
Jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif
melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini
berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

13 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: STIE
YKPN, 2004), h. 445

14 Malayu S.P Hasibuan, Op.cit, h. 93

5 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2012), h.67

16 Agus Dharma, Manajemen Supervisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.355



b. Kualitas
Mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran
mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik
penyelesainnya . ini berkaitan dengan bentuk keluaran yang dihasilkan.

c. Ketepatan waktu
Sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan
waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang mennetukan
ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja pegawai merupakan hasil kerja yang
didapatkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab
dan aturan yang ada. Dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia,
MSDM merupakan manusia yang menggerakan fungsi manajemen. Apabila
Manajemen Sumber Daya Manusia yang mengatur dan mengurus manajemen
berkualitas mempunyai arti yang besar terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi,
pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja
pegawai.

Berdasarkan uraian tersebut tersebut, maka penulis dapat mengemukakan
kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan

pemerintah untuk mencapai tujuan negara berdasarkan kewenangannya.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan manusia yang menentukan

kebijakan dan praktik manusia dalam posisi manajemen.

3. Kompensasi merupakan balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang

diberikan kepada pegawai dari organisasi atas hasil kerjanya.

4. Prestasi kerja pegawai adalah hasil kerja yang didapatkan pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab dan aturan yang

ada.



Berdasarkan pada pendapat para ahli, serta teori-teori yang ada dan berdasarkan
uraian kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat model paradigma penelitian dan model

kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 1.1
Model Paradigma Penelitian
Kompensasi Prestasi Kerja Pegawai
(Variabel X) (Variabel Y)
1. Upah dan gaji |:> 1. Kuantitas
2. Insentif 2. Kualitas
3. Tunjangan 3. Ketepatan waktu
4. fasilitas
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Gambar 1.2
Model Kerangka Pemikiran

Permasalahan Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas
Pencegahan dan Penanggulangan Keabakaran Kota Bandung
Permasalahan :

1. Fasilitas keselamatan kerja kurang memadai.

2. Asuransi kesehatan tidak dapat mengcover semua biaya kesehatan.

3. Kedisiplinan pegawai, yang terlihat dari absensi pegawai yang tingkat

kehadiran masih kurang optimal.

4. Kualitas kerja yang belum optimal dalam menangani kejadian kebakaran,

terlihat dari tingkat kerugian yang cukup besar.

Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan
negara. (Sondang P. Siagian, 2006, 2.)

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut sedarmayanti adalah kebijakan
dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi
manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih memberi penghargaan dan
penilaian. (Sedarmayanti, 2007, 13.)
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Kompensasi

Teori:
1. Upah dan Gaji.
2. Insentif.
3. Tunjangan.
4. Fasilitas.
(Henry Simamora, 2004, 445)
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Prestasi Kerja Pegawai

Teori :
1. Kuantitas
2. Kualitas

3. Ketepatan waktu
(Agus Dharma, 2003, 355)

1.7 Hipotesis
Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan dan diuji
kebenarannya. Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran diatas,
maka penulis dapat menarik menarik hipotesis sebagai berikut:
Ho: “Terdapat Pengaruh antara Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai
pada Dinas Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung”.
Ha: “Tidak Terdapat Pengaruh antara Kompensasi terhadap Prestasi Kerja
Pegawai pada Dinas Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota

Bandung”.



